BABII

TINJAUAN PUSTAKA
2.1  Perpajakan
2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Sutanto (2013), luran dari rakyat ke kas negara
berdasarkan undsng-undang tanpa jasa secara langsung dapat ditunjuk.
Peningkatan sumber penerimaan pajik memiliki kontribusi yang tinggi terhadap
APBN, pajak merupakan sumber dana pembangunan nasional.

Pembangunan nasional adalah kegiazan yang herlangsung secara terus-
menerus dan  berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan
keseiahteraan rakyat baik materil maupun spritual. Untuk dapat tercapainya tujuan
tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah
satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam
pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam
negeri berupa pajak, pajak digunskan untuk membiayal pembangunan yang
berg:ma bagi kepentingan bersama.

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara
(Djajadiningrat dalam Resmi, Z011). Dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan dan menunjang pemeriniahan daerahnya, pemerintah daerah berhak
mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi dasrah kepada seluruh warga
masvarakatmnya. Kebijekan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung

mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu

R R P R oy



sendiri. Maka dari hal tersebut pemeriniah deerah dituntut untuk lebih bijaksana
dalam mengambil suatu keputusan yung menyangkut dengan hak-hak rakyatnya,
dalam arti 1ain pemerintah daerah harus adil melalukan pemungatan pajak daerah
dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakairya. Selain itu pemerintah
daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan
cotribusi dasrah untuk mewvjudkan pembangunan dan menunjang keperluan
pemerintahaan daerah iu sendirl. Sebagai deerah ctonomi, daerah dituntut untuk
dapat mengembangkan dan mengoptimalkar semua potensi daerah, yang digali
dari dalam wilayah daerah yang yang hersumber dari PAD tersebut.

Pajak menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan
umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribust wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau Dadan yang bersifat memaksaberdasarkan
undang-undang, dengan mendapal mbal balik secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negera bagi sehesar-besarnya kemakmuran ralyat. Lembaga
Pemerintah vang mengelola perpajakan negara di indonesia adalah Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di
bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Definisi pajak Menurut FPriantara (2012), pajak adalah prestasi kepada
pemerintzh yang terutang melalei norma — norma umum dan dapat disahkan,
tanpa adanya konfra prestasi vang ditunjukan dalam hal yang individual,
dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Ada yang berpendapat
Jain yaitu menurut Menurut Walavo (2011), menyatakan bahwa pajak adalah

iuran kas negara (vang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
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membayarnya menurut peraturan-peratucan. yang langsung ditunjuk, dan yang
berguna untuk pengeluaran umur: berhubungan dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak menurut Resmi (201 1), pajak dalam azas gotong royong, pajk adalah
juran wajib berupa vang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan
norma-normahukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa
kolektif dalam mencapai kesejahteraar umuns. Dari definisi tersebut tidak tanpat
istilah ; dipaksakan, karena bertitik -clah pada istilah juran wajib. Lain hal definisi
pajak menurut Harjo (2013), pajak adalah toran rekyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) cengan tidek mendapatkan
jasa timbal (kontraprestasi} yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran wnuw.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-cirl yang
melekat pada pengertian pajak, adaizh sebagal berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
dan sifatnya dapat dipaksukar.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungul oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

4. Pajak diperuntukan bagi pengelnaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surpius, dipergunakan untuk

membiayai public investineni.
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5. Pajak dapat pula mempunyei wjuan selain budgeter, yaitu mengatur,

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Widyaningsih (2011) terdapat lima fungs: pajak, yaitu

1

i.

2

Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapaian negara, pajak berfungsi uniuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjzlankan tugas-tugas rutin
negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutubkan biaya.
Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak
digunakan untuk pembiayaan rutin seperti helanja pegawai, belanja
barang, pemeliharaan, dan lain sebagainva. Untuk pembiayaan
pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni
penerimaan dalam negeri dikuracgi pengeluaran rufin. Tabungan
pemerintah ini dari tahun ke ahun barus ditingkatkan sesuai kebutuhan
pembiayaan pembangunan vang semakin meningkat dan ini terutama
diharapkan dari sektor pajak.

Fuagsi mengatar (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan
pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman
modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam
fasilitas keringanan pajek. Dialam rangka melindungi produksi dalam
negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yanz tinggi untuk produk luar

negeri.
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3. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, penierintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubunguan dengan stabilitas harga sehingga inflasi
dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan
mengatur peredaran uang i masyarakat, pemunzutan pajak, penggunaan
pajak vang efektif dan efisien

4. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak vang sudah dipungui olzh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan wrmun,  termasuk  juza untuk  membiayai
pembangunan schingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada
akhirnya akan dapat meningkaikan pendapatan masyacakat,

5. Fungsi demokrasi
Pajak dalam fungsi demokrasi mervoakan wujud sistemn gotong royong.
Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayaran pemerintah kepada

masyarakat pembayar pajai.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut (Resmi, 2014) sistem pemungutan pajak dapat dibagi sebagai

berikut :




1.
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Sistem Official Assessment
Sistern ini merupakan pepmunguian pajak yang memberi wewenang kepada
pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem
official assessment adalah sebagai hertkut :
a. Wewenang untuk menentukan besamya pajak terutang ada pada
pemerintah.
b. Wajib pajak bersifat posiif
c. Uang pajak timbul setelab dikelvarkan surat ketetapan pajak oleh
pemerintah.
Sistem Self Assessment
Sistemn ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib paak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar den melaporkan dir: sendiri besarnya pajak

yang harus dibayat.

. Sistem withholding

Sistern ipi merupakan sisten pernmgutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga uniuk memotong atau memungut besarnya pajak

yangteruiang oleh wajib pajak.

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Harjo (2013) terdapat  bebbagai jenis pajak yang dapat

diketompolklkan menjadi tiga golongan, yaitu :
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Pajak ditinjau berdasarkan goionganaya

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikui sendiri atan ditanggung
sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak dan
bersangkutan dan pajak ini dipungut secara periodik atau berkala, pada
pajak langsung subjek pajai adaleh pihak yang menanggung beban
pajak. Coatoh pajak langsuag © paak penghasilan (PPh). PPh harus
dibayar atau ditanggung oleh pitak-pibak yang memperoleh penghasilan

tersebut.

. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
dan dilimpabkan/digeserkar kepada orang atau pibak lain. Pajak ini
dipungut secara insidentii yakni pads saat terjadi peristiwa atau kejadian
yang ditentukan oleh uncang - umdang. Pada pajak iidak langsung
terdapat dua istilah yang mempunyai pengertian yang berbeda, yaitu
subjek pajak vakni pihok vang menanggung pajak dan secara nyala
menanggung beban pajak dan wajib pajak merupakan pihak yang diberi
kewenangan oleh negare untuk memungut pa‘ak dari subjek pajak dan
menyetorkan ke kas negara. Conroh pajak tidak langsung @ pajak
pertambahan nilai (PPN). PPN dipungut karena terdapat pertambahan

nilan terhadap barang atau jase kena pajak. PPN dibayar produsen atau
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penjual tetapi beban pajaknya dapat dialinkan/digeser kepada
konsumen/pembeli. I
2. Pajak ditinjau berdasarkan Wewmmgﬂembaga pemunguian pajak
1. Pajak pusat :

Pajak pusal menurut Mardiasmo, é;alam Harjo (2013} pajak yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat beﬁdasarkan undang -~ undang yang
kewenangan memungutnya adalah p;emerintah pusat (dalam hal ini
Direkiorat Jendral Pajak Bea dan Cukai Kementerian Keuangan). Hasil
pemungutan pajak pusat ini akan di alcélkasikan ke dalam anggaran negara
yang dibuat oleh pemeriniai pusat yang digurakan untuk pembiayaan
rumah tangga negara untuk ki:ﬂf:iﬂhi@i‘a,%:m rakyat.

Yang termasuk pajak pusat di Im‘iom;sia antara fain :

a. Pajak penghasilan (PFh}

b. Pajak pertambahan nilai (PPN} _

c. Pajak penjualan atas barang rewah {PPnBM)

d. Bea materai

¢. Bea masuk, Pajak ekspor dan c.u};{ai,

2. Pajak daerah

Berdasarkan undang — undang nomor 218 tahun 1997 tentang pajak daerah
sebagaimana telah dinbah dengan urﬁdémg -- undang nomor 34 tahun 2000
pasal 1 angka 6, yang dimaksudkan pg;jak daerah adalah ivran wajtb yang
dilakukan oleh orang pribadi atan badan kepada daerah tanpa imbalan

langsung vang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
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perundang — undangan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan
pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan
daresh (Perda) dan dipungui oleh aparat pemerintah daerah untuk
dialokasikan daiam anggaran pendapatan daerah untuk digunakan
membiayai rumah tangga daerah. Karena hirarki pemerintah daerah di
Indonesia terbagi menjadi dva yakni pemerintah provinsi dan pemerintah
kota/kabupaten, dimana masing — masing psmeriniah memiliki otonomi
sendiri, agar tidak terjadi turapang tindih dalam pemunguian pajak, maka
pajak daesah di Indonesia saat ini juga menjadi dua, vaitu :

a. Pajak provinsi, yang terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;

2. Bea balik nama kendzaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
3. Pajak bahan baker keixlaraan bermotor; dan

4. Pajak pengambilan dan pemenfaatan air bawah tanah dan air
permukaan.
b. Pajak kabupaten/kota yarg terdin dari :
1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4, Pajak reklame;
Pajak penerangan jalar:
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan Cidan

7. Pajak parkir

e R
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3. Pajak ditinjau berdasarkan sifatnya

L.

b2

Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan
wajib pajak dimana penentuan besarnya pajak harus ada alasan —
alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan wajib pajak.
Dalam pemungutannya pajak ini sebetulnya berpangkal pada dirl orang
yang menjadi tujuan dikenakan pajak yzkni wajib pajak yang
merapakan subjek pajek. Jadi pajak subjek berpangkal pada subjek
pajak dan selanjutnya dicari syarai — syaral objektifnya, artinya yang
pertama diperhatikan acalah kondisi/keacaan diri wajib pajak.
Contohnya dalam memotong  rajak penghasilan, negara harus
memperbatikan subjek pajaknya misalnya status perkawinannya,
banyaknya jiwa yang menjadi tanggungannya yang termasuk dalam
penghasilan tidak kena pajak (PTED).

Pajak objektif

Pajak objekif adalah pajak yang pemungutannya berpusat pada
objeknya baik berupa benda, keadaan, parbuatan atau pertistiwa yang
ferjadi dalam wilayah regara dengan tidek memperhatikan kondisi
objek pajak dimana peristiwa atau keadaar tadi akan menimbulkan
kewajiban membayar pajak. dalam mensntukan besarnya pajak
serutang didasarkan sepenuhnya pada nilai objek pajak yang menjadi
dasar pengenaan pajak tidak melihat kemampuan ekonomis wajib

pajak. Contohnya pajak pertambaban nilai  (PPN) ditetapkan
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berdasarkan banyaknya konsumsi barang atau jasa kena pajak.
Masyarakat dengan kasta ekonomi apapun akan dipungut pajak ini.
Mamun pada masyara};a%: dengan kelas ekonomi menengah keatas
cenderung akan menggunaken barang — barang yang tergolong mewah,
s=hingga atas barang mewah tersebut sekali dipungut PPN juga akan

dipungut pajak penjualan atas barang mewah (PPNEM).

2.2  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.2.1 Pengertian Pendapatan

Ketentuan pasal 4 dalam Undang-undang perpajakan No. 17 tahun 2000
menyatakan bahwa yang menjadi objei pajak adalab penghasilan yaitu seliap
tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama
apapun dan dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan delam undang-undang ini tidak memperhatikan
adanya penghasilan dari sumber-sumber terientu, tetapi pada adanya tambahan
kemampuar. ekonomis. Tambehan kemampuan ekoncmis yang diterima atau
diperoleh wajib pajak merupakan whuran terbaik mengenai kemampuan wajib
pajak tersebut untuk ikut bersama-same memikul biaya yang diperlukan
pemerintah untuk kegiatan rutin den pembangunan.

Menurut PSAK. nomor 23 paragraf 6 adalah sebagai berikut: pengertian
pendapatan adalah arus masuk bruio dari roanfaat elkonomi yang timbul dari

aktivitas normal perusahaan selama suaiu perjode bila arus masuk  itu
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mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak herasal darikontribusi penanaman
modal. Kieso, Warfield dan Weygamd ({2011), menyatakan pendapatan adalah
arus masuk bruto dari menfaat ekonomi vang timbul dari aktivitas normal entitas
selama suatu periode, jika arus masuk tersebui mengakibatkan kenaikan ekuitas
yang tidak berasal dari kontribusi penspaman modal. Lain hal pendapat Skousen
dan Stice (2010) Pendapatan adalah arns masuk atau penyelesaian (atau kombinasi
keduanya) dari pengiriman atav produksi barang, memberikan jasa atau
melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau akiivitas sentral
yang sedang berlangsung.
2.2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah mepurai UU No 33 Tahun 2004 adalah semua
penerimaan uvang melalui rekening kas umum deerah vang menambah ekuitas
dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan deﬁgan hal
tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Pendapatan Daerah merupakan hal Pemeriatah daerah yang diakui sebagai
penambzh nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang
dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah
domestik, tanpa memperhatikan apakab faktor produksinya berasal dari atau
dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik regional
bruto daerah bersangkutan. Pendapatar vang timbul oleh karena adanya kegiatan

produksi tersebut merupakan pendapatan regional.
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Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang
digunakan dalam kegiatan produks: i suatu daerah berasal dari daerah lain atau
dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki penduduk
daerah tersebut dapat ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar
negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah
tidak sama dengan pendapatan yang cliterima daerah tersebut. Menurut UU No 33

Tahun 2004 , Sumber Pendapatan Dsereh terdini daxi ;

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan

3. Lain-lain penerimaan yang syah.
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Penerimaan

daerah

Pajak daerah

.

Retribasi daerah

Hasil pengelolaan

Sumber
pendapatan daeral

Kekayaan daerah
o PAD
Lain-lain PAD yang
™ oyeh
, Pendapatan \ Dane Dana Jagi Ba Hs Paiak
daerah Perimbangan Hasil
Be hisl SDA
st Dana Alokasi -
\ Lain-iai
urum
pendapatan
Danz Alokasi
> SILPA bl khus Js
Pembiayaan
¥ ~» Penerirnzan Finjaman
daerah
|, Dana catiangan daerah
M Hl Perjualan kekayaan

Sumber ; UUNo 33 tahun 2004

T S B B R




21

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari
sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oieh pemerintahan daerah.
Pendapatan daerah juga merupakar pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah
daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain
pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah
daerah atas segala sumber-sumber atzu potensi yang ada pada daerah yang harus
diolah oleh pemerintah daerah didalan memperoleh pendapatan daerah.

Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam
periods anggaran menjadi hak daerah. Didalam hal ini iita dapat melihat bahwa
pendapatan daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat
berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak daerah. Pendapatan
asli daerah adalah pendapatan vang diperoleh dari sumber sumber pendapatan
daerah dan dikelolz sendiri oleh pemerintahan daerah. Iiendapatan asli daerah
merupakan pendapatan yang diperolaeh dan digali dari potensi pendapatan yang
ada di daerah.

Sebagai daerah otonomi, dacrai: dituni untuk dapat mengembangkan dan
mengoptimalkan semua potensi duerah, yvang digali dari dalam wilayah daerah
yang yang bersumber dari PAD tersebui. Beberapa komponen Pendapatan asli
daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi caerab, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Empat komponen sumber PAIL} tersebut khususnya pajak daerah dan

retribusi daerah diharapkan dapa: memberikan kontribusi yang positif untuk
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peningkatan PAD pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan
oleh Waluyo (2010}, yang menjelaskan bahwa peranan sektor pajak daerah dan
retribusi yang paling besar kontribusinya terhadap PAD, yang dimana
pengelolaannya diserahkan kepada pemeriniah daerah itu sendiri. Dalam
menyelenggarakan pembangunan di daemhnya, faktor sumber pendapatan daerah
dan retribusi daerah sangat menentukan ierlaksananya psmbangunan daerah itu
sendiri.

Sumber penerimaan pajak daerah  yang  diperoleh dari pajak
Kabupaten/Kota terdiri dari pajak heiel, pajak restoram, pajak hiburan, pajak
reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengamabilan dan pengelolaan bahan
galian golongan C, dan pajak parkir (Harje, 2013).

2.2.3 Jenis-jenis Pendapatan Asli Daecrah
Menurut Undang-undang MNo. 34 Tshun 2004 (RI, 2004) tentang
perimbangan keuangan negara atara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
membagi Pendapatan Asli Daerah yaitu :
1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerak.
3. Hasil pengelolaan kekayaan Dacrah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.
5. Dana Perimbangan yaitu Jdana vang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepala dacrah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan deszniralisasi.

6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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Sumber — sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapaian asli daerah menurut Undang-Undang

RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

1.

a)

b)

Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

Hasil pajak daerah yaitu Pongutan daerah menurut peraturan yang
ditetapkan oleh daerah unituk pembisyaan rumah tangganya sebagai
badan hukum publik, Pajak cacrah sebagai pungutan yang dilakukan
pemerintah daerah yang hasilaya digunakan ustu pengeluaran umum
yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedeng pelaksanannya bisa
dapat dipaksakan.

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi
pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau  karena
memperoleh jasa atan karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau
milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai
sifat-sifat yaitu pelaksanaannye bersifat ekonomis, ada imbalan langsung
walau harus memenuhi persveratan-persyaratan formil dan materiil,
tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupukan pungutan
yang sifatnya budgetetsirnye iidak menonjol, dalam hal-hal tertentu
retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan acggota masyarakat,
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c) Hasil peruszhaan milik dacrab dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan. Hasil perusahaan mikik daeral merupakan pendapatan
daerzh dari keuntungan bersih perusahaan dasrah yang berupa dana
pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang
disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan,sesuai
dengan moiif pendirian dan pengelolaan, mska sifat perusahaan dareah
adalah suatu kesatvan produlssi yang bersifat menambah pendapatan
daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan
memperkembangkan perekoromian dacrah.

d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang
tidak termasuk dalam jenis-ienis pajak daerah, retribushi daerah,
pendapatan dinas-dinas. Laio-lain uszha daerak yang sah mempunyai
sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan
yang menghasiikan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan
untuk menunjang, melapangken, ataz memantapkan suafu kebtjakan
daerah disuatu bidang tertentu

2. Dana perimbangan diperoleh melalul bagian pendapatan daerah dari
penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan,
pertambangan sumber daya alam dan serta bea peroleban hak atas tanah
dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana
alokasi wmum, dan dana alokasi khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang ssh adalah pendapatan daerah dari

sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang
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dilaksanakan sesual dengap peratuzan perunlangan-undangan yang

berlaku.

2.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan saleh sani pendapatan vang memberi koniribusi
terhadap Pendapatan Asli Daersh. Menurur Siahaan (2010) “pajak adalah
pembayaran wajib yang dikenakan kerdasarkan undang-andang yang tidak dapat
dihindari bagi yang berkewajiban den bagi mereka yang tidak mau membayar
pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas
negara selala berisi uang pajak. Sedangican menurut pendapat ahli yang Jain yaitu
mengenai pajak daerab menurut Resmi (2011), beliau menyatakan bahwa pajak
daerah merupakan prestasi yang dipaksaken sepiha< dan terutang kepada
penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secera umum tanpa adanya
kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk mentup pengeluaran umum.
pajak yang dikelola oleh pemerintzh dacrah, beik provinsi maupuin kabupaten/kota
yang berguna untuk menunjang penerimasn pendapatan asli daerah dan hasil
penerimaan tersebut masuk di dalam APED.

Menurut Rochmat Soemiiro, dalam Harjo (2013), memberikan pengertian
pajak daerah bahwa pajak daerah adalah furan rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang undang (vang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat
digunakan untuk membayar pengeluaran umun Pengertian pajak yang lain dari

Soemitro bahwa pajak adalah peraliban kekayaan dan pendapatan dari pihak
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rakyat kepada Kas Negara yang ditujukan uuntuk membiayai pengeluaran rutin dan
sarplusnya digunakan wniuk public saving yang merupakan sumber utamanya
untuk membiayai public investment.

Berdasarakan undang-undang Momor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1
angka 6, yang dimaksud pajak daerah adalah turan wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepala dacrah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah, yang
wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemeriniah daerah dan hasilnya
digupakan  untuk membiayai  pengeluaran pemerintah  daerzh dalam

melaksanakar penyelenggaraan pemerintahan den pembangunan di daerah.

2.3.1 Ciri-ciri Pajak Daerah
Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan oleh Resmi (2011) adalah

sebagai berikut.

1. Pajak dipungut oleh negara, baik cleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, berdaserkan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya.

2. Pembayaran pajak harus mesuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah
pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang
dipungut).

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi

individu oleh pemerintah (iidak ada imbalan langsung yang diperoleh
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pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara
jumlah pembayaran pajak. dengar kontra prestasi sscara individu.

4, Penyelenggaraan pemerintehan secara umum merupakan manifestasi
kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.

5. Pajak dipungut karena adanys suate keadaan, kejadian, dan perbuatan
yang menurut peraturan perundang-undengan pajax dikenakan pajak.

6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik
sanksi pidana maupun dend: sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.2 Jenis dan Tarif Pajak Daerzh
Menurat Waluyo (2010) menvatakan bahwa jeris dan tarif pajak yang
dapat dipunggut oleh pemerintah daerab di atur dalam UU No. 34 Tahun 2000,

yaitu sebagai berikut.

1. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagat berikut.

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% {lima persen);

b. Bee Balik Nama Kendarsar: Bermoter dan Kerdaraan di Atas Air 10%
(sepulub persen);

¢. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (liraa persen);

d. Pajak Pengambilan dan Pemnanfeatan Air Bawah Tanah dan Alr
Permukaan 20% (dua puluh persen).

2. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adaizh sebagai berikut.

a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);

b. Pajak Restoran 10% (sepuiuh persen);
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¢. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);

d.  Pajak Reklame 25% (dua pulub lima persen);

e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);

£ Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);

g Pajak Parkir 20% (dua puluh peErsen.
2.4  Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Newmor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20

dan 21,Undang undang romor 28 tanun 2009 yang merupakan perubahan atas
undang undang nomor 34 tahun 2000 teniang pajak daerah dan retribusi daerah.
Peraturan pemerintah nomer 91 tabun 2010 tentang jenis pajak daerah yang
dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib

pajak. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.

Hotel adalah fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk
pariwisata, wista pariwisata, pasanggrahan, ramah peaginapan dan sejenisnya,
serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepulub). Pengusaha hotel
adalah orang pribadi atau badan calam bentuk apapun yang dalam lingkungan
perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang fasilitas jasa
penginapan. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai
bukti pungutan pajak., vang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan
pembayaran atau jasa pemakaian katnar aiau iempat perginapan beserta fasilitas

penunjang lainnya kepada subjek pajeki/tamu hotel.
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2.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Fajak Hotel

1.

2.4.2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 teniang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Peratucan daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta nomor 11 Tahun
2010.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah.

Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan

pembayaran, termasuk fasilitas olahraga dar. hiburac. Objek pajak dimaksud

meliputi:

1.

Fasilitas nenginapan atau fesilitas tinggal jangka pendek. Antara lain
gubuk pariwisata (corfege), villa yang disewakan, motel, wisma
parivisata, pesanggraban (hosiel). Losmen dan rumah penginapan,

termasuk rumah kos dengan jumnlah karaar lebih dari 10 (sepuluhy).

Jasa penunjang sebagaimava dimaksud ayat (2) antara lain tempat
menvantap makanan dap aiau minuman, telepon, faximail, telex,
fotockopi, pelayanan cuci, setrika, dan transportasi, yang disediakan atau
dikelola hotel.

Fasilitas olah raga dan hiburan sebagairana diraksud ayat (2) antara lain

pusat kebugaran, kolam renang, tenis. golf, karaoke, pub, diskotik yang
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disediakan atau dikelola hotel Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan

acara atau pertemuan Ji hotel.

Yang tidak termasuk pajak hotel, adalale

Jasa tempat tinggal asrame vong diselenggarakan oleh pemerintah atau
pemerintah daerali.

Jasa sewa apartenen, kondominiurg, dan sejenisnya.

Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau keagamaan.

Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti
asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.

Jasa biro perjalanan atau pexialanan wisata yang diselenggarakan oleh

hotel yang dapat dimanfaatkan oleh nmam.

Subjek dan Wajib Pajak IHotel

. Subjek pajak hotel adalab orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran kepada orang pribadi atau badan vang mengusahakan hotel.
Dalam hal ini, subjek pajel adalah konsumen yang menikmati dan
membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan
hotel.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya

dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa,
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harga jual atan penggantian dihitung atas daser harga pasar yang wajar pada saat
pemakaian jasa hotel. Tarif pajak botel ditetapkan peling tinggi sebesar 10%
(sepuiuh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang

bersangkutan.

2.4.5 Pelaporar Pajak Hotel

Wajib pajak hotel wajib melaporkan kepada bupati/walikoia. Wajib pajak
yang telah memiliki NPWPD setiep awal masa pajak wajib mengisi Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD. SPTPD diisi dangan jelas, lengkap, dan
benar serta ditandatangani oleh wajib pajax atau kuasanya dan disampaikan
kepada walikota/bupati atan pejabat yang dimanjuk sesuai dengan jangka waktu

yang ditentukan.

2.5  Pajak Restoran

‘Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22
dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan
atau minunan dengan dipungut baveran. vang mencakup juga rumah makan,

kafetaria, kaatin, warung, bar dan sejerdsnya termasuk jasa boga/ catering.

2.5.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahur 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.
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5‘.}

Undang-Undang Nomor 54 Tabun 2000 yang merupakan perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1& Tahun 1997 tertang Pajak Daerah dan
Reiribusi Daerah.

3. Perda Prov. DKI Jakarta Ne. 11 Tahua 2011
2.5.2 Objek Pajak Restoran
Sesuai Perda Prov. DKI Jakarta No. 11 Tahun 2011, yaitu

1. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang diszdiakan oleh restoran.

b

Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi
oelh pembeli, baik dikomsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat
lain.
3. Tidak termasuk objek pajak resioran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:
a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang
pengelolaanya satu menajemen dengan hotel;
b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya
(peredaran usahay tidax melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) per tahun.

2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan
yang membeli makanan dan atau minuman cari restoran. Secara sederhana yang
menjadi  subjek pajak adalah konsumen yang merabeli makanan dan atan

minuman dari restoran. Sedangkan vang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi
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atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam
bentuk apa pun yang daiam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan

usaha di bidang rumah makan.

2.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pujak Resteran

Pengenaan pajak restoran adalah jumiah pembayaran yang diterima atau
yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan
istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar
pada saat pembelian makanan dan afau mipuman. Tarif pajak restoran ditetapkan
paling tinggi sebesar 10% (sepulub persen) dan ditetapkan dengan peraturan

daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

2.5.5 Pelaporan Pajak Restoran

Wajib pajak restoran wajib melaporkan kepada bupati/walikota, Wajib pajak
yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD.
SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib
pajak atan kuasanya dan disampaikan selambatlambatnya lima belas hari setelah

berakhimya masa pajak.

2.6 Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengemhui sgjauh mana  pajak daerah
memberikan sumbangan dalam pencrimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi
dilakukan dengan membandingkar penerimaan pajak daerah (khususnya pajak
hotel dan pajak restoran) periode tertenfi: dengan penerimaan PAD periode

tertentu pula. Semakin besar hasilnva berarti semakin besar pula peranan pajak
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daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu

kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010).

Rumus yang digunakan unfuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut

(Handoko, 2013):
Analisis Kontribusi = “ealisasi Pajak Daerah 100%
nalisis Kontribusi = Roalioasi PAD X 0
Di bawah ind Indikasi tingkat kontribust:
0,00% - 10% = Jangat Kurang
>10,10%- 20% = Rurang
>20,10%- 30% = Sedang
>30,10%- 40% = Cukop Baik
>40,10%- 50% = Baik
Lebik dari 50% = Sungat Baik

(Sumber : Depdagri, Kemendagri No 690.900.327 Tahua 1996)

2.7 Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuaniitatif yang
berbentuk asosiatif, dan terdiri dari dua variabel bebas yaitu pajak daerah dan
retribusi deersh yang memiliki hubungan langsung terhadap variabel terikat yaitu

pendapatan asli daerah,




35

Gambar 1 Kerangka Penelitian

Penerimaan Pajak Hotel . 7

™~

Dispenda

Penerimaan Pajak Restoran

A

Koniribusi
Pendapatan Asli Daerah

Setiap pemasukan pajak bagi pemeriniah diharapkan penerimaannya dapat
optimal sesuai dengan target dan potensi yang telah dizetapkan karena pajak. itu
sangat berpengaruh bagi pembangunen nasional yang dilakukan tahap demi tahap
yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu, tanpa
adanya biaya yang memadal uniuk melaksanakan pembangunan, dimana
pembiayaan pembangunan di Negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan
pajak. Maka baik pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama
menegakkan kesadaran bahwa pentingnyva membayar pajak. Seperti yang telah
diuraikan, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut cleh
pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan
untuk pengeluaran Negara. Pajak vang dipungut cleh pemerintah tersebut
merupakan salah satu penerimaan perdapaian terbesar Negara, baik pendapatan
pusat maupun pencapatan asli dacrah. Dengan adanya pajak yang menjadi beban

bagi masyarakat mengakibatkan potensi di sektor pajak pun tidak sebanding
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dengan target yang telah dittapkan, Maka dengan ini ditijau kembali atas
kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang
merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) vang direncanakan dibandingkan dengan target pajak hotel dan
pajak restoran vang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah.

Dari kesimpulan diatas menuniukan bahwa pajak hotel dan pajak restoran
ini menunjukan kemampuan asli daerah untuk memudahkan bagi Pemerintah
Daerah melakukan pembangunan dibesbagai sekior didelamnya. Dengan demikian
dapat diambil kesimpulan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

pajak hotel dan pajak restoran.




